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PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 

NOMOR 20 TAHUN 2012 
TENTANG 

STANDAR KOMPETENSI KERJA  
ANALIS KEPEGAWAIAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, 

Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan Analis Kepegawaian 
yang profesional, dipandang perlu untuk melakukan 
penataan jabatan yang berbasis kompetensi; 

b. bahwa kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf a, 
adalah kompetensi yang mencakup penguasaan aspek 
pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam 
pelaksanaan tugas; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan 
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang 
Standar Kompetensi Kerja Analis Kepegawaian; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3890); 
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2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang 
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3547) sebagaimana telah diubah degan Peraturan 
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang 
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4019); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4741); 

6. Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non 
Departemen, sebagaimana telah enam kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 
2005; 

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara Nomor PER/36/M.PAN/11/2006 tentang Jabatan 
Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
PER/14/M.PAN/6/2008; 

8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 
8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar 
Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI);  

9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 67 
Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan 
Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala 
Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2007; 
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